
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 01 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAXAT TANGGUH BENCANA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana
di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya
membangun budaya sadar bencana dan
ketangguhan masyarakat Daerah Provinsi Jawa
Barat dalam menghadapi bencana;

b. bahwa dalam upaya membangun budaya sadar
bencana dan ketangguhan dalam menghadapi
bencana sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, diselenggarakan
pengelolaan risiko bencana dalam bentuk
peningkatan kapasitas budaya masyarakat
tangguh bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat
Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 195O tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Djakarta Raya (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3f ,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 20O7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93,
Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20O0 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
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2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (t embaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 69);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO9-2O29 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 86);
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2Ol8-2O23 (lembaran Daera]r Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun
2Ol4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Nomor 68 Seri E);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN
KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH
BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa
Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dalam penyelenggaraan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi.

6. Masyarakat adalah perseorangan dan/atau
kelompok oralg.

7. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang
dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang
didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjalankan jenis
usaha tetap dan terus menerus yang beke{a dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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8. Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat
Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat
yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas
Budaya adalah upaya untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat di Daerah Provinsi dalam
manajemen risiko bencana serta pembinaan tata
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
sadar terhadap risiko bencana.

9. Cetak Biru Jawa Barat Berbudaya Tangguh
Bencana yang selanjutnya disebut Cetak Biru
adalah dokumen yang memuat uraian pedoman
umum kebljakan pengurangan risiko bencana.

BAE} II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Gubernur menetapkan Peningkatan Kapasitas
Budaya melalui Cetak Biru sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Cetak Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi
dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan terkait
penanggulangan bencana.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 3

Cetak Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi acuan bagr Pemerintah Daerair
Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan/atau Lembaga
Usaha melalui kesepakatan dan/atau ke{a sama
antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan/atau
l€mbega Usaha.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Cetak Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
untuk kurun walctu 2019-2028 dengan pentahapan
sebagai berikut:
a. tahap I, untuk lingkup perencanaan tahun 2019-

2O23; dan
b. tahap II, untuk lingkup perencanaan tahwn 2024-

2028.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
16

g

RIDWAN KAMIL\

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 JanuatL 2A2O

DAERAH PROVINSI
BARAT,A

**
WA UD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR C1

o.

J.




